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KATA PENGANTAR

Bagi kami di Perludem, ketika diminta menjelaskan mengenai pemilu, 
kami mengupasnya dari empat aspek, yaitu: sistem, aktor, manajemen, 
dan hukum. Untuk dapat memahami empat aspek itu dengan baik, 
perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang demokrasi. Pemahaman atas 
apa dan bagaimana demokrasi akan mempermudah pemahaman 
mengenai pemilu, sebab pemilu adalah syarat pokok demokrasi. Metode 
pembelajaran pemilu dari umum (demokrasi) ke khusus (pemilu: sistem, 
aktor, manajemen, dan hukum) ini sudah kami terapkan dalam Kelas 
Virtual Perludem (KVP), yang kami lakukan pada masa pandemi 2020 
melalui aplikasi zoom dan live streaming youtube, (www.youtube.com/ wa
tch?v=TXFP7sNl2ek&list=PLYBQFopduRm-hbe0vZGPANCAXEXJ2oWe)

Dalam mempelajari demokrasi biasanya materi disampaikan secara 
historis-kronologis: sejak zaman Athena, Renaisans, Revolusi Industri, 
Perang Dunia, hingga globalisasi demokrasi pascaruntuhnya komunisme 
Uni Soviet. Buku Demokrasi dan Pemilu: Negara, Pemerintah, dan Partai 
Politik ini juga seperti itu. Bedanya, pembahasan dimulai dari kondisi 
demokrasi saat ini, lalu menyusuri masa lalu tentang ide dan praktik 
demokrasi hingga ke akarnya. Makanya, kalau buku ini seperti kilas 
balik perpolitikan Barat, khususnya Inggris, Amerika Serikat, dan 
Prancis, kesan tersebut tidak bisa dihindarkan karena perdebatan dan 
pertarungan membangun demokrasi memang kental dengan sejarah tiga 
negara tersebut. Bahkan konsep susunan negara, sistem pemerintahan, 
sistem kepartaian, dan sistem pemilu pun berawal dari sana.

Demokrasi terkini menekankan pada pemilu bebas dan adil, 
pemerintahan efektif, perlindungan dan jaminan kesetaraan dan 
kebebasan, serta masyarakat sipil yang kuat. Empat hal itu merupakan 
kriteria pokok dalam menilai demokrasi, sebagaimana dilakukan The 
Economist Intelligence Unit, The International IDEA, dan Freedom 
House. Dari penilaian tiga lembaga tersebut, diketahui bahwa nilai 
demokrasi Indonesia menurun. Bahkan rilis terbaru yang dikeluarkan 
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The International IDEA menunjukkan bahwa Indonesia merupakan 
negara demokrasi dengan performa lemah (weak performance). 

Beberapa kalangan dengan nada kecewa atau bahkan sinis 
menyatakan, bahwa demokrasi kita baru sebatas demokrasi prosedural. 
Pernyataan tersebut tidak salah dan bisa dipahami, meskipun konsep 
“demokrasi prosedural” seringkali digunakan secara tidak tepat. Buku 
ini dapat membantu memahami berbagai pengertian demokrasi yang 
biasa disematkan di belakang kata tersebut, seperti demokrasi liberal, 
demokrasi konstitusional, demokrasi prosedural, demokrasi mayoritas, 
demokrasi deliberatif, demokrasi partisipatif, dan lain-lain.

Demokrasi mensyaratkan pemilu bebas, adil, dan berkala. Sejak 
Pemilu 1999 hingga Pemilu 2019, Indonesia berusaha menerapkan prinsip 
bebas dan adil secara konsisten. Kita juga tidak mengubah jadwal pemilu 
seenaknya, kecuali pengaturan masa transisi. Dengan pemilu bebas dan 
adil, setiap lima tahun sekali kita berhasil memilih anggota anggota 
legislatif dan pejabat eksekutif. Itulah tujuan pemilu sebagai output, yakni 
menghasilkan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/
kota, serta presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, 
serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Namun yang 
sering dilupakan atau setidaknya kurang diperhatikan, khususnya oleh 
pembuat undang-undang, adalah tujuan pemilu sebagai outcome, yaitu: 
keterwakilan politik, integrasi nasional, dan  pemerintahan efektif. 

Selama ini, dalam menyusun undang-undang pemilu, pemerintah 
dan DPR, hanya berkutat pada isu keterwakilan politik. Soal integrasi 
nasional dan pemerintahan efektif, masih diabaikan sehingga outcome 
pemilu belum berpengaruh signi"kan terhadap upaya menjaga integrasi 
nasional dan menciptakan pemerintahan efektif. Pada titik inilah, 
susunan negara (kesatuan), sistem pemerintahan (presidensial), dan 
sistem kepartaian (multipartai moderat) merupakan elemen dasar 
untuk menyusun desain pemilu. Yang dimaksud desain pemilu di sini 
adalah pengaturan tentang sistem pemilu, format pemilu, aktor pemilu, 
manajemen pemilu, dan hukum pemilu sebagai satu kesatuan.

Jadi, kalau selama ini orang-orang yang terpilih melalui pemilu yang 
bebas dan adil, ternyata belum menghasilkan pemerintahan efektif, 
bahkan cenderung mengganggu integrasi nasional, kita tidak bisa 
serta merta menyalahkan pemilih. Tidak pada tempatnya menyatakan 
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bahwa pemilih kita tidak cerdas atau tidak punya integritas. Sebab, bisa 
jadi perilaku pemilih itu lebih karena desain pemilu yang tidak selaras 
dengan susunan negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensial, 
dan sistem multipartai sederhana. Dalam buku ini, Didik Supriyanto 
memang tidak membahas demokrasi dan pemilu di Indonesia. Namun 
dari buku ini kita jadi memiliki perspektif teoritis sehingga lebih terbuka 
dalam melihat dan menilai praktik demokrasi dan pemilu dalam lima 
belas tahun terakhir.

Buku ini juga menjadi pengingat bahwa untuk membangun 
demokrasi, melaksanakan pemilu yang jujur dan adil, menciptakan 
pemerintahan yang efektif, serta mendorong partai politik yang 
berintegritas, dibutuhkan partisipasi masyarakat. Selama ini partisipasi 
masyarakat disederhanakan dengan menghitung jumlah pemilih yang 
memberikan suara di TPS. Padahal partisipasi masyarakat jauh lebih 
luas dari itu. Masyarakat sipil dapat memantau pelaksanaan tahapan 
pemilu, mengawasi jalannya pemerintahan, dan mengawal pembuatan 
dan pelaksanaan kebijakan agar tetap berorientasi pada kesejahteraan 
rakyat. Masyarakat sipil yang kuat merupakan kondisi yang diperlukan 
demokrasi, sebab mereka menjadi penyeimbang komunitas politik dan 
kelompok bisnis dalam mengelola negara. 

Buku ini tidak hanya perlu dibaca oleh para pelaku demokrasi, yaitu 
kader partai politik, penyelenggara pemilu, aktivis pemantau pemilu, 
dan wartawan bidang politik, tetapi juga para pengajar dan mahasiswa 
ilmu politik dan pemerintahan serta hukum tata negara dan administrasi 
negara. Sebab, inilah buku pertama yang berusaha membahas demokrasi 
dan pemilu secara komprehensif. Semoga buku berikutnya yang akan 
berbicara tentang sistem pemilu, aktor pemilu, manajemen pemilu, dan 
hukum pemilu bisa segera diterbitkan oleh Perludem.

Kepada penulis, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasinya. 
Kepada pembaca, kami mengucapkan selamat membaca. Semoga 
bermanfaat.

Jakarta, Juli 2021

Khoirunnisa Nur Agustyati
Direktur Eksekutif Perludem
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UCAPAN TERIMA KASIH

Usai menjalankan tugas sebagai anggota Panwas Pemilu 2004, hasrat 
untuk terus terlibat mengurusi pemilu tidak padam. Tentu saja saya 
menjalankannya dengan berbagai peran: peneliti, pemantau, pelatih, 
KPPS, dan sebagai penulis berita atau opini karena saya berprofesi 
sebagai jurnalis. Setiap menjelang pemilu, ada saja yang menawari jadi 
calon anggota legislatif, juga ajakan untuk mendirikan partai politik 
baru. Sebagai bentuk terima kasih atas tawaran atau ajakan tersebut, 
biasanya saya menawarkan penggantinya: menjadi pelatih, narasumber, 
atau sekadar kawan diskusi.  

Demikianlah, selama lima belas tahun banyak sekali perjumpaan 
dengan penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, pengajar ilmu politik dan 
hukum tata negara, pengurus partai politik, calon anggota legislatif, calon 
kepala daerah, bahkan para politisi Senayan serta pejabat Kemendagri 
dan Kemenkumham, khususnya saat melakukan advokasi kebijakan 
pemilu. Perjumpaan-perjumpaan tersebut, baik dalam forum resmi 
maupun nonresmi, membuat saya bermimpi menerbitkan buku demokrasi 
dan pemilu yang komprehensif. Harapannya agar buku tersebut dapat 
membantu para penggerak demokrasi dan pelaku pemilu untuk memahami 
dunia yang digelutinya sehingga tidak salah mengerti, salah kira, dan salah 
langkah, apalagi sampai merasa jadi korban demokrasi dan pemilu. Sebab, 
tanpa dukungan dan partisipasi banyak pihak mustahil demokrasi bisa 
kukuh berdiri dan mustahil pemilu luber dan jurdil terrealisasi.

Tentu saja butuh waktu dan tenaga khusus untuk menulis buku 
seperti itu. Tetapi janji harus dicanangkan agar jadi pengingat untuk 
terus berkeras mengejar mimpi. Pandemi Covid-19 kemudian menjadi 
berkah. Meski tetap menjalankan pekerjaan rutin sehari-hari, namun 
waktu dan tenaga yang biasanya habis dalam perjalanan pergi-pulang 
ke tempat kerja, jadi tersisa banyak di rumah. Inilah saat yang tepat 
memulai mewujudkan mimpi, satu demi satu. 

Untuk mengawalinya, saya mengumpulkan artikel-artikel opini yang 
dimuat media massa, baik media tempat saya bekerja (www.detik.com, 
www.merdeka.com, dan www.rumahpemilu.org) maupun media lain, 
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seperti koran Kompas, Jawa Pos, dan Media Indonesia. Setelah memilah 
dan memilih, lalu memberi catatan pendahuluan, dan kemudian 
menerbitkannya dalam bentuk buku berjudul Imajinasi Hakim Konstitusi: 
Tafsir Pemilu Serentak. Alhamdulillah, buku itu mendapat sambutan 
hangat sehingga Perludem selaku penerbit balik modal.

Kawan-kawan Perludem pun jadi semangat untuk mendorong agar 
buku demokrasi dan pemilu yang sudah dijanjikan segera ditunaikan. 
Setelah beberapa bulan terkurung pandemi, akhirnya keluarlah karya 
ini, Pemilu dan Demokrasi: Negara, Pemerintah, dan Partai Politik. Ini 
adalah buku pertama dari lima buku yang direncanakan demi mengejar 
mimpi buku demokrasi dan pemilu yang komprehensif tadi. Empat 
buku lainnya akan membahas tentang sistem pemilu, aktor pemilu, 
manajemen pemilu, dan hukum pemilu. 

Topik-topik tersebut menunjukkan cara pandang Perludem dalam 
menyederhanakan urusan demokrasi dan pemilu yang memang sangat 
kompleks. Bahan-bahan, baik buku-buku rujukan, hasil penelitian 
lembaga lain, maupun hasil penelitian Perludem sendiri, sudah 
terkumpul. “Tinggal menuliskannya saja, Pak Dik,” ujar peneliti senior 
Perludem. Urusan ‘tinggal menulis’ itu memang diserahkan ke saya, yang 
sudah terbebas dari tugas menjalankan program-program Perludem. 
Moga-moga segera terwujud.

Situasi demikian menunjukkan bahwa buku Pemilu dan Demokrasi: 
Negara, Pemerintah, dan Partai Politik dan insyaAllah empat buku 
berikutnya nanti, sesungguhnya merupakan hasil kerja kolektif orang-
orang Perludem melalui penelitian, diskusi, lokakarya, seminar, bahkan 
lobi dan debat dengan para pemangku kepentingan pemilu. Tentu saja, 
karena saya yang menulis, maka saya yang bertanggung jawab penuh 
atas apa yang tercetak dalam buku ini.

Banyak pihak yang berkontribusi atas terbitnya buku ini, baik 
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan saya 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof Ramlan Surbakti, 
Prof Syamsuddin Haris, Prof Saldi Isra, dan Pak Pipit Kartawidjaja 
atas kesabaran melayani pertanyaan-pertanyaan saya setiap kali ada 
kesempatan bertemu. Melalui Perludem dan Kemitraan, saya beberapa 
kali terlibat kegiatan bersama, seperti seminar, lokakarya, dan penelitian. 
Hasil diskusi dengan beliau berempat menjadi basis pengetahuan yang 
kemudian dikembangkan dalam buku ini. 

Terima kasih kepada Prof Maswadi Rauf, Prof Valina Singka Surbakti, 
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Bu Chusnul Mari’yah, dan Bu Nuri Soeseno atas ketulusannya berbagi 
ilmu. Selaku pengajar Program Magister Ilmu Politik FISIP UI, beliau-
beliau berhasil mendorong mahasiswanya, termasuk saya, untuk tidak 
berpuas diri atas ilmu yang kami pelajari di kelas. Saya juga berterima 
kasih kepada para pengajar Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan 
Fisipol UGM, khususnya Prof Afan Ga#ar (alm), Prof Riswanda Imawan 
(alm), Prof Haryanto, Pak Mashuri Machab, dan Bu Ratnawati. Metode 
beliau-beliau mengajar sungguh mengasyikan sehingga menumbuhkan 
rasa cinta kepada ilmu. Lebih dari itu, konsep-konsep dasar ilmu 
politik dan pemerintahan begitu tertanam kuat dalam pikiran sehingga 
memudahkan (mantan) mahasiswanya untuk mengambangkan ilmunya.

Terimakasih kepada para senior Perludem, Prof Komaruddin Hidayat, Prof 
Topo Santoso, Prof Aswanto, dan Bu Siti Noordjannah Djohantini, yang selalu 
hangat dalam memberi nasihat sehingga saya dan kawan-kawan Perludem 
selalu merasa aman dan nyaman dalam menghadapi tantangan. Kepada 
Pembina Perludem, Titi Anggraini, terimakasih atas provokasi kerasnya, dan 
kepada Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, terimakasih 
atas provokasi lunaknya, sehingga buku ini bisa terbit. 

Kawan-kawan Perludem, Fadli Ramadhanil, Heroik Pratama, Usep 
Hasan Sadikin, Catherine Natalia, Mahardhika, Ricky MF, dan Nurul 
Amalia, serta Irma Lidarti, Bayu Setiadi, Ibrohim, Mardiansyah, Novia 
Wulan Asri, dan Susanto, juga Joice Damayanti dan Temi Carolina, terima 
kasih atas komitmen dan dedikasinya sehingga di tengah kesibukan 
menjalankan program-program lembaga, masih sempat memberi banyak 
bantuan dalam penulisan buku ini. Buat Solechah, Afal Ranggajati, dan 
Akal Ranggajati, terima kasih atas cinta dan dukungannya.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
menaruh perhatian atas buku ini. Perhatian Anda adalah energi besar buat 
saya untuk menulis buku-buku berikutnya. Khusus kepada para pembaca, 
saya berharap mendapat masukan, kritik, dan saran melalui didik.rangga@
gmail.com. Terima kasih. Selamat membaca. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Juli 2021
Salam hormat, salam sehat

Didik Supriyanto
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Memasuki abad XX demokrasi sebagai nilai dan tatanan kehidupan 
bersama dalam kerangka negara, mulai dipercaya warga dunia. Pasca-
Perang Dunia II, pengakuan atas demokrasi semakin mantap sehingga 
hampir semua rezim politik mengklaim sebagai penganut demokrasi. 
Bahwa praktik demokrasi di setiap negara berbeda-beda dan bahkan 
banyak yang bertentangan dengan nilai dan tatanan demokrasi, itu 
adalah suatu tahapan yang harus dilewati demokrasi. Kenyataannya, 
perjalanan demokrasi dalam mengarungi sejarah memang tidak linier 
apalagi progresif.  Ada satu masa demokrasi menguat di mana banyak 
negara menganut paham ini, tetapi pada masa berikutnya demokrasi 
menurun akibat sejumlah negara meninggalkannya. Tetapi sejak 1975 
demokrasi mengalami perluasan signi"kan, sehingga kini menjelang 
dekade ketiga abad XXI kurang lebih 60 persen negara dunia menganut 
demokrasi dan lebih dari 4 miliar atau separuh lebih penduduk dunia 
tinggal di dalamnya (Gambar 1.1).

Sungguh pun demikian dalam beberapa tahun terakhir demokrasi 
mengalami penurunan. Tiga lembaga internasional yang melakukan 
survei global demokrasi, yaitu Freedom House (freedomhouse.com), 
Economist Intelligence Unit  (eiu.com), dan International IDEA (ide.int), 
melaporkan hal tersebut. Menurut Freedom House (2020), penurunan 
demokrasi dalam skala global terkait dengan pudarnya komitmen 
pemerintah terhadap pluralisme. Kelompok etnis, agama, dan minoritas 
mengalami persekusi di negara-negara demokrasi. Penurunan kebebasan 
juga terjadi di sejumlah negara demokrasi terkemuka, seperti Jerman, 
Prancis, Italia, dan Austria. Sedang di beberapa negara berkembang 
terjadi gelombang protes politik dan kerusuhan. Economist Intelligence 
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Unit  (2020) melaporkan, rata-rata indeks demokrasi global 2018 pada 
level 5,44, atau turun dari tahun sebelumnya pada level 5,48. Ini angka 
terburuk sejak 2006. 

GAMBAR 1.1: PETA PENYEBARAN NEGARA DEMOKRASI 2018

SUMBER: INTERNATIONAL IDEA, THE GLOBAL STATE OF DEMOCRACY 2019.

Menurut International IDEA (2019), nilai, kelayakan, dan masa 
depan demokrasi tengah menghadapi tantangan lebih berat daripada 
era sebelumnya, setidaknya sejak 1930-an. Negara demokrasi baru 
lemah dan rentan. Pemerintahan dan perwakilan politik menghadapi 
tantangan dalam membangun lembaga-lembaga demokrasi di tengah 
keterbatasan sumber daya. Negara demokrasi yang lebih tua berjuang 
untuk memberi jaminan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial 
berlangsung secara berkeadilan dan berkelanjutan. Baik negara 
demokrasi tua maupun muda sedang mengalami penurunan kebebasan 
sipil, pengekangan masyarakat, dan pembatasan kebebasan berekspresi. 
Banyak pemerintah membatasi ruang sipil dan memperlemah 
pengawasan eksekutif sehingga demokrasi menurun dan supremasi 
hukum memburuk.

Peringatan atas turunnya nilai dan tatanan demokrasi global oleh 
Freedom House, Economist Intelligence Unit, dan International IDEA 
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tersebut mengingatkan pada kekhawatiran akan datangnya arus balik 
gelombang demokrasi ketiga setelah buku Huntington The Third Wave: 
Democratization in the Late Twentieth Century terbit pada 1991. Menurut 
Huntington, gelombang demokrasi ketiga (1974-1990) diawali dari 
jatuhnya rezim militer terakhir di Eropa, yakni di Portugal dan Spanyol, 
yang lalu berpengaruh terhadap runtuhnya rezim serupa di Amerika 
Latin, seperti Ekuador, Peru, Bolivia, Guatemala, dan Chile. Kembalinya 
demokrasi di India pada 1977 setelah dalam keadaan darurat dan 
jatuhnya rezim militer di Filipina dan Korea Selatan, menandai lahirnya 
kembali demokrasi di Asia. Pada akhir 1980-an demokratisasi menjalar di 
negara-negara Eropa Timur: rezim komunis tumbang di Hongaria (1988), 
Polandia (1989), serta Cekoslowakia, Rumania dan Bulgaria (1990).

Data demokrasi global Huntington berhenti pada 1990. Namun 
pada bagian akhir bukunya, dia mengkhawatirkan akan datangnya 
gelombang balik demokrasi ketiga sebagaimana terjadi pada gelombang 
demokrasi pertama dan kedua. Gelombang demokrasi pertama (1828-
1926) berakar dari Revolusi Amerika Serikat (1775-1783) dan Revolusi 
Prancis (1789-1799) yang lalu menumbuhkan beberapa negara demokrasi 
di Eropa seperti, Italia, Irlandia, dan Islandia. Setidaknya terdapat 29 
negara pada gelombang pertama ini, namun gelombang balik pertama 
(1922-1942) menyusutkan penganut demokrasi tinggal 12 dari 61 negara. 
Gelombang demokrasi kedua (1942-1962) dilatarbelakangi oleh Perang 
Dunia II di mana Sekutu sebagai penganut demokrasi (kecuali Uni 
Soviet) menang perang. Pengaruh Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis 
dalam mendemokrasikan sejumlah negara sangat signi"kan, baik pada 
negara lama, seperti Jerman Barat, Austria, dan Jepang, maupun negara 
baru, seperti India dan Filipina. Namun gelombang balik kedua (1958-
1975) menerjang sejumlah negara baru dan melahirkan rezim otoriter 
sehingga penganut demokrasi tinggal 30 negara dari 111 negara pada 
1975.

Huntington (1991: 295-315) menunjuk faktor politik dan budaya sebagai 
pendorong datang gelombang balik demokrasi ketiga. Secara politik 
pemimpin di Asia, Afrika, dan Timur Tengah tidak memiliki komitmen 
terhadap demokrasi. Politisi di luar pemerintahan menganjurkan 
demokrasi, tetapi setelah mendapat dukungan rakyat untuk memegang 
kendali pemerintahan, mereka meninggalkan demokrasi dan beralih ke 
otokrasi. Hal ini tidak saja terjadi pada pemimpin militer yang melakukan 
kudeta, tetapi juga pemimpin sipil yang berhasil memenangkan pemilu 
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atau mendapat dukungan massa, seperti Park Chung Hee di Korea Selatan, 
Adnan Menderes di Turki, Ferdinand Marcos di Filipina, Lee Kuan Yew 
di Singapura, Indira Gandhi di India, dan Soekarno di Indonesia.

Secara budaya, Huntington menilai ajaran Kong Hu Chu dan Islam 
yang dianut masyarakat di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah 
tidak sejalan dengan demokrasi. Sampai 1990 menunjukkan, bahwa 
demokrasi tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Barat Laut 
dan Tengah serta koloninya. Tegasnya, demokrasi modern bermula di 
Barat dan sejak awal abad XIX bagian terbesar dari negara demokrasi 
adalah negara-negara Barat. Yugoslavia dan Uni Soviet yang berada di 
wilayah Eropa Tengah dan Timur, dalam sejarahnya juga merupakan 
bagian dari kekaisaran Tsar dan Ottoman, yang didominasi Kristen 
Ortodok dan Islam, bukan Kristen Barat. Oleh karena itu, perkembangan 
demokrasi bisa mendorong terjadinya perang agama, antara Khong 
Hu Chu, Islam, Kristen Ortodok melawan Kristen Barat. Gelombang 
demokrasi ketiga tidak hanya bisa berhenti, tetapi juga terancam oleh 
gelombang balik sebagaimana pernah terjadi pada gelombang demokrasi 
pertama dan kedua.

GAMBAR 1.2: PERKEMBANGAN JUMLAH NEGARA DEMOKRASI 
1975-2018

SUMBER: INTERNATIONAL IDEA, THE GLOBAL STATE OF DEMOCRACY, 2019.
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Namun apa yang dikhawatirkan Huntington tidak pernah terjadi. 
Justru sebaliknya, menyusul perubahan politik global yang ditandai 
oleh runtuhnya Yugoslavia (1990) dan Uni Soviet (1991), demokratisasi 
berjalan kencang. Semua negara baru pecahan Yugoslavia dan Uni 
Soviet membangun sistem demokrasi. Mayoritas negara demokrasi (72 
persen) saat ini dibangun setelah 1975 sebagai bagian dari gelombang 
demokrasi ketiga. Dari jumlah itu, lebih dari tiga perempat negara 
mengalami transisi demokrasi sebelum 2000, sedangkan kurang dari 
seperempat bertransisi setelah 2000. Selebihnya 28 persen negara 
demokrasi di dunia sekarang, yang terbentuk sebelum 1975 berkembang 
tanpa terputus dari 1975 sampai sekarang (Gambar 1.2).

Apabila sejak 1975 demokrasi mengalami perkembangan pesat 
dan mulai 2015 mengalami kemunduran, namun sesungguhnya sifat 
kemunduran itu belum sedrastis sebagaimana terjadi pada gelombang 
balik demokrasi pertama dan kedua. Saat itu gelombang balik ditandai 
oleh pembalikan rezim, dari demokrasi ke otoriter. Menurut International 
IDEA kemunduran demokrasi terjadi dalam beberapa tahun terakhir 
berasal dari dalam sistem demokrasi sendiri. Melalui reformasi konstitusi 
dan legislatif, kelompok mayoritas hasil pemilu meninggalkan tatanan 
demokrasi melalui kebijakan yang merusak prinsip utama demokrasi, 
yakni pengendalian oleh rakyat dan kesetaraan politik. Kemunduran 
demokrasi ini terjadi bersamaan dengan tampilnya politisi populis 
di berbagai kawasan. Dukungan pemilih terhadap politisi populis 
merupakan bentuk kekecewaan terhadap politisi mapan dan kegagalan 
sistem politik dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Kaum 
populis memanfaatkan ketidakpuasan warga negara atas meningkatnya 
ketidaksetaraan, korupsi, migrasi, pengangguran, dan digitalisasi. Tetapi 
mereka tidak menghargai akuntabilitas lembaga publik dan menolak 
pluralisme politik sehingga menjadi ancaman demokrasi.

Belakangan para politisi populis ternyata gagal memenuhi janji-
janjinya sehingga di beberapa negara Eropa, seperti di Jerman, Prancis, 
dan Belanda mereka tidak lagi mendapat dukungan suara untuk kembali 
ke legislatif dan eksekutif. Kegagalan Presiden Donald Trump untuk 
melanjutkan masa jabatan kedua pada Pemilu Amerika Serikat 2020 
adalah simbol kekalahan kaum populis. Tetapi hal ini bukan berarti 
demokrasi global akan segera bangkit kembali mengingat begitu 
banyak kerusakan yang ditinggalkan kaum populis. Para politisi harus 
berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan kalangan usaha untuk 
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bersama-sama membangun kesetaraan dan kesejahteraan. Menuju 
dekade ketiga abad XXI, transisi dari rezim otoriter ke demokrasi terjadi 
di beberapa negara, seperti Gambia (2017), Ethiopia (2018), serta Armenia 
dan Malaysia (2019). Tuntutan rakyat untuk reformasi demokrasi juga 
melanda Aljazair, Hong Kong, Mesir, Rusia dan Sudan.

Optimisme atas masa depan demokrasi juga ditunjukkan oleh data 
bahwa rezim demokrasi lebih mungkin menciptakan pembangunan 
berkelanjutan dibandingkan dengan rezim nondemokrasi atau 
rezim hibrida. Di negara-negara demokrasi kesetaraan gender secara 
keseluruhan lebih tinggi, akses ke kekuasaan politik lebih setara, korupsi 
terus tertekan, kesejahteraan dasar meningkat, dan memulai usaha 
lebih mudah. Oleh karena itu, menurut International IDEA, negara 
nondemokrasi atau tidak bebas atau hibrida bukan pilihan. Dunia 
memerlukan negara demokrasi yang lebih banyak dan lebih baik, untuk 
memulihkan kembali janjinya: kesetaraan dan kesejahteraan.

Nah, setelah melihat peta dan perkembangan negara demokrasi, serta 
peringatan atas mundurnya demokrasi global dalam beberapa tahun 
terakhir, pertanyaannya adalah:  atas dasar apa suatu negara disebut 
negara demokrasi, sedangkan negara lain disebut negara nondemokrasi? 
Apa kriteria yang digunakan untuk mengukur suatu negara sehingga 
bisa disebut sebagai negara demokrasi? Atau, dengan pertanyaan lain, 
syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh suatu negara sehingga layak 
disebut sebagai negara demokrasi? Dan, apakah kriteria atau syarat-
syarat tersebut berubah dari masa ke masa, sehingga katakanlah, 
kualitas negara demokrasi awal abad XIX, sebelum dan setelah Perang 
Dunia II, berbeda dengan negara demokrasi pada 2000-an?

Untuk mengukur demokrasi-tidaknya suatu negara, Huntington 
menggunakan konsep demokrasi prosedural yang digagas Joseph 
Schumpeter. Menurut Schumpeter (1947: 269), demokrasi adalah 
prosedur kelembagaan guna mencapai keputusan-keputusan politik 
di mana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk membuat 
keputusan melalui pertarungan kompetitif dalam memperebutkan suara 
rakyat. Demokrasi prosedural memiliki dua ciri utama: pertama, adanya 
kontestasi atau persaingan sehat di antara partai politik dan atau calon 
pemimpin dalam memperebutkan suara rakyat; dan kedua, adanya 
partisipasi warga negara dalam menilai dan memberikan keputusan 
(memilih) atas persaingan tersebut. Dengan kata lain, pemilu yang jujur 
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dan adil  ( free and fair election) merupakan elemen pokok dari demokrasi 
prosedural.

Apabila pemilu bebas dan kompetitif menjadi tolok ukur untuk 
menentukan demokratis-tidaknya satu negara, maka terdapat kesulitan 
dalam mengukur kadar negara demokrasi pada abad XIX mengingat saat 
itu pemilu di Inggris, Amerika Serikat, Prancis, maupun beberapa negara 
Eropa lainnya belum diikuti semua warga negara. Meskipun calon-calon 
menjalani kompetisi ketat dalam  memperebutkan jabatan legislatif 
maupun eksekutif, namun waktu itu hak pilih diberikan terbatas kepada 
individu tertentu, seperti laki-laki pembayar pajak atau laki-laki pekerja. 
Artinya, tidak semua warga negara dewasa memberikan suara.

Dalam rangka mengatasi kesulitan tersebut, Huntington menggunakan 
kriteria Jonathan Sunshine untuk mengukur sistem politik demokratis 
pada abad XIX. Dalam hal ini Sunshine (1967) menetapkan dua kriteria 
utama: pertama, lebih 50 persen laki-laki dewasa berhak memberikan 
suara dalam pemilu; dan kedua, seorang eksekutif yang didukung 
mayoritas parlemen yang terpilih oleh pemilu, atau seorang eksekutif 
yang dipilih melalui pemilu. Dua kriteria ini menempatkan Amerika 
Serikat sebagai negara peserta gelombang demokrasi pertama pada 
1828, bersama Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa lainnya.

Sementara itu dalam survei global demokrasi, Freedom House, 
Economist Intelligence Unit, dan International IDEA menggunakan 
kriteria yang lebih kompleks daripada kriteria Huntington. Jika 
Huntington menggunakan dua kriteria, yakni pemilu yang kompetitif dan 
pejabat eksekutif yang dipilih, Freedom House menempatkan hak politik 
dan kebebasan sipil sebagai dasar untuk menentukan tujuh kriteria: (1) 
proses pemilu, (2) pluralisme dan partisipasi politik, (3) berfungsinya 
pemerintahan, (4) kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, (5) hak 
berserikat dan berorganisasi, (6) supremasi hukum, dan (7) otonomi 
pribadi dan hak-hak individu. Economist Intelligence Unit menggunakan 
lima kriteria: (1) pemilu dan pluralisme; (2) kebebasan sipil; (3) 
berfungsinya pemerintahan; (4) partisipasi politik; dan (5) budaya 
politik. Lalu International IDEA membuat lima kriteria: (1) pemerintahan 
perwakilan, (2) hak asasi manusia, (3) pengawasan pemerintahan, (4) 
administrasi yang imparsial; dan (5) keterlibatan partisipatif.

Jika dibandingkan kriteria demokrasi yang digunakan Huntington, 
dengan kriteria demokrasi yang digunakan Freedom House, Economist 
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Intelligence Unit, dan International IDEA, maka kriteria yang 
digunakan oleh tiga lembaga tersebut tidak hanya lebih kompleks 
daripada kriteria Huntington, tetapi juga lebih meluas dan mendalam. 
Penyederhanaan demokrasi terbatas pada pemilu kompetitif   memang 
banyak mengundang kritik. Seperti disampaikan Diamond (2003: 9-10), 
demokrasi prosedural Schumpeter adalah demokrasi minimalis sehingga 
tidak memadai lagi untuk menilai kadar demokrasi suatu negara. Masih 
diperlukan penjabaran atas dua ciri utamanya, termasuk implikasi 
politik pascapemilu, khususnya hubungan antara yang memerintah 
dengan yang diperintah.

Schumpeter memang sengaja meninggalkan pengertian demokrasi 
yang normatif, utopis, dan idealistis, lalu menuju pende"nisian 
demokrasi yang empiris, rasional, institusional, dan prosedural. Dia 
menghindari lingkaran diskusi tak berkesudahan atas pengertian-
pengertian “kehendak rakyat” dan “kebaikan bersama” yang menjadi 
misi demokrasi. Dia menyodorkan “pengertian” dan “metode” untuk 
memastikan ada-tidaknya demokrasi dalam politik riil. Bagi Schumpeter 
yang penting adalah bagaimana demokrasi dipraktikkan, bukan yang 
dicita-citakan seperti tertulis dalam konstitusi. Demokrasi konstitusional 
menjadi problematik karena apa yang tertulis di konstitusi bisa berbeda 
jauh dengan praktik politik, seperti terjadi di negara sosialis komunis.

Konsep demokrasi konstitusional merupakan warisan langsung dari 
Locke, Montesquieu, dan Rousseau, yang menghendaki pembatasan 
kekuasaan. Sebab, kekuasaan yang tidak dibatasi bisa sewenang-
wenang sehingga mengorbankan hak-hak warga negara, khususnya 
hak hidup, hak milik, dan hak bebas beragama. Pembatasan kekuasaan 
itu dituangkan dalam konstitusi sebagai dasar hukum pembentukan 
negara. Hal ini biasa disebut rechtsstaat (negara hukum) atau rule of 
law. Menurut Strong ([1966] 2004: 17), dalam demokrasi konstitusional, 
pemerintah bergantung pada persetujuan yang diperintah. Adapun 
ekspresi persetujuan atau tidak persetujuan tersebut disalurkan melalui 
pemilu, program partai politik, media massa, dan lain-lain. Demokrasi 
dalam pengertian ini adalah pemerintahan oleh mayoritas yang dipilih 
melalui pemilu.

Sementara itu Lively (1975: 30) berpendapat, jika demokrasi dimaknai 
sebagai “pemerintahan oleh rakyat” maka batasannya bisa dipilah 
menjadi tujuh rumusan gradatif, mulai dari yang paling demokratis 



9

hingga yang kurang demokratis. Pertama, semua seharusnya 
memerintah, dalam arti semua harus terlibat dalam legislasi, dalam 
memutuskan kebijakan publik, dalam menegakkan hukum, dan 
dalam administrasi negara. Kedua, semua seharusnya terlibat dalam 
pengambilan keputusan krusial, yaitu dalam menetapkan undang-
undang dan permasalahan berkaitan kebijakan publik. Ketiga, 
pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya 
kepada yang diperintah; mereka dapat diminta pertanggungjawaban 
oleh yang diperintah serta dapat diganti oleh yang diperintah. Keempat, 
pemerintah bertanggung jawab kepada perwakilan yang diperintah. 
Kelima, pemerintah dipilih oleh rakyat yang diperintah. Keenam, 
pemerintah dipilih oleh perwakilan yang diperintah. Dan ketujuh, 
pemerintah bertindak mewakili kepentingan yang diberi perintah.

Selanjutnya menurut Dahl (1982: 6) proses politik demokrasi harus 
memenuhi lima kriteria. Pertama, persamaan hak pilih, artinya dalam 
membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak setiap warga negara 
harus diperhatikan secara berimbang. Kedua, partisipasi efektif, artinya 
dalam pembuatan keputusan secara kolektif, setiap warga negara harus 
mempunyai kesempatan yang sama dan memadai. Ketiga, pembeberan 
kebenaran, artinya dalam waktu yang dimungkinkan, karena keperluan 
untuk suatu keputusan, setiap warga negara harus mempunyai peluang 
yang sama dan memadai untuk melakukan penilain yang logis demi 
mencapai hasil yang diinginkan. Keempat, kontrol terakhir terhadap 
agenda, artinya masyarakat mempunyai kekuasaan untuk menentukan 
soal-soal mana yang harus dan tidak harus diputuskan. Kelima, 
pencakupan, artinya masyarakat harus meliputi semua orang dewasa 
dalam kaitannya dengan hukum.

Rauf (1997: 5) meletakkan dua konsep dasar untuk mende"nisikan 
demokrasi, yaitu kebebasan/persamaan dan kedaulatan rakyat. 
Kebebasan dan persamaan di antara sesama manusia melahirkan 
berbagai persyaratan individual, yakni persetujuan hubungan 
antarmanusia, persamaan semua manusia, keragaman, hak suara yang 
luas, serta kebebasan berbicara dan berkumpul. Sedangkan konsep 
kedaulatan rakyat menghasilkan beberapa persyaratan demokrasi, 
yaitu negara sebagai alat, rule of the law, pemilu bebas, terbuka, jujur, 
berkala, dan kompetitif, pemerintah yang tergabung pada parlemen, 
dan pengadilan bebas.
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Demikianlah, masih banyak ilmuwan lain yang memberi makna dan 
kriteria demokrasi sesuai dengan perspektif masing-masing. Menurut 
Tilly (2007: 7-9), dari aneka ragam pende"nisian dan kriteria demokrasi 
tersebut, bisa dibedakan atas empat pendekatan: konstitusional, 
prosedural, proses, dan substansi. Pendekatan konstitusional menjadikan 
konstitusi sebagai dasar hukum untuk memastikan bahwa pemerintah 
mendapat mandat dari yang diperintah, pembagian kekuasaan dan 
hubungan-hubungan antarpilar kekuasaan, serta jaminan perlindungan 
hak-hak dasar warga negara. Pendekatan prosedural memberi perhatian 
khusus dan terbatas pada pemilu, di mana calon-calon pemimpin 
berkompetisi untuk mendapat dukungan rakyat. Pendekatan proses 
menekankan pada interaksi antara warga negara yang memilih dengan 
pemerintah yang dipilihnya, khususnya dalam membuat kebijakan. 
Sedangkan pendekatan substantif meneropong usaha pemerintah untuk 
memajukan kehidupan warganya. Kadar demokrasi suatu negara tidak 
hanya dilihat dari kemampuan pemerintah dalam mensejahterakan 
warga, tetapi juga dalam melindungi kebebasan, kesetaraan, keamanan, 
keadilan, dan perdamaian.

Akhirnya, disampaikan padangan Surbakti (2006: 9-10) yang membe-
dakan empat derajat demokrasi: prosedural, aggregatif, deliberatif, dan 
partisipatoris. Demokrasi prosedural adalah apa yang disampaikan 
Schumpeter, yaitu persaingan partai politik dan atau calon pemimpin 
politik dalam rangka meyakinkan rakyat agar memilih mereka untuk 
menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Demokrasi aggregatif 
berangkat dari asumsi bahwa yang paling tahu mengenai apa yang terbaik 
bagi rakyat adalah rakyat itu sendiri, sehingga prinsip self government 
berarti keputusan terbaik tentang kebijakan publik adalah keputusan 
yang diambil oleh mayoritas pemilih. Demokrasi deliberatif menolak 
hadirnya tirani mayoritas dan mengutamakan otonomi individu sehingga 
persamaan dan kesetaraan sesama warga negara dalam pengambilan 
keputusan sangat menentukan. Oleh karena itu pengambilan keputusan 
tentang kebijakan publik harus melibatkan berbagai institusi dan 
membuka ruang publik seluas-luasnya untuk bermusyawarah secara 
rasional atau reasoned role. Demokrasi partisipatif menyetujui prinsip 
self government, persamaan dan kesetaraan politik serta reasoned role, 
tetapi menekankan partisipasi langsung seluruh warga negara dalam 
pengambilan keputusan. Walaupun keterlibatan langsung dalam 
pembuatan keputusan tidak terjadi pada semua tingkatan atau pada 
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semua isu, namun frekuensi cukup sering, terutama dalam pembuatan 
kebijakan penting dan ketika kekuasaan digunakan secara signi"kan.

B. POKOK BAHASAN

Dalam menyusun kriteria untuk mengukur demokrasi-tidaknya suatu 
negara, Freedom House, Economist Intelligence Unit dan Internasional 
IDEA memperhatikan teori, konsep, pengertian, ataupun kriteria-
kriteria demokrasi yang dikemukakan oleh para pemikir dan ilmuwan 
yang mendalami isu demokrasi. Selain itu mereka juga menempatkan 
sejumlah dokumen internasional sebagai acuan. Dokumen-dokumen 
internasional yang dimaksud adalah Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia (1948), Konvensi Eropa 1950 untuk Perlindungan Hak Asasi 
Manusia dan Kebebasan Asasi, Konvensi Internasional tentang Hak-hak 
Sipil dan Politik (1960), Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, 
Sosial, dan Budaya (1966), Piagam Afrika 1981 tentang Hak Asasi Manusia 
dan Masyarakat, dan beberapa dokumen lain.

Membandingkan kriteria demokrasi yang digunakan oleh Freedom 
House, Economist Intelligence Unit dan Internasional IDEA, maka 
tampak kesamaannya meskipun menggunakan rumusan bahasa 
berbeda. Dengan membandingkan kriteria demokrasi tiga lembaga 
tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kriteria pertama demokrasi 
adalah pemilu yang bebas dan adil ( free and fair election). Kriteria kedua 
demokrasi adalah pemerintahan yang fungsional, bertanggungjawab, 
dan dalam pengawasan lembaga negara lain maupun langsung oleh 
warga negara. Kriteria ketiga adalah perlindungan hak asasi manusia 
secara berkelanjutan, termasuk jaminan kesetaraan dan kebebasan. 
Kriteria keempat adalah masyarakat sipil yang kuat sehingga mendorong 
partisipasi politik. Apabila diurutkan, maka kriteria demokrasi 
yang disusun oleh Freedom House, Economist Intelligence Unit dan 
Internasional IDEA adalah: (1) pemilu bebas dan adil, (2) pemerintahan 
efektif, (3) perlindungan hak asasi dan jaminan kesetaraan dan 
kebebasan, serta (4) masyarakat sipil yang kuat. 

Jika demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, maka pemilu bebas 
dan adil adalah instrumen untuk menghasilkan pemerintah pilihan 
rakyat. Oleh karena itu, selama rakyat tidak bisa ikut langsung ambil bagian 
dalam pemerintahan, maka pemilu merupakan keharusan agar rakyat 
dapat memilih wakil-wakilnya duduk di pemerintahan. Pemilu digelar 
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berkala agar rakyat dapat mengontrol pemerintah melalui mekanisme 
memilih (kembali) atau tidak memilih (kembali) para pejabatnya. Karena 
mendapat mandat langsung dari rakyat, pemerintahan yang terbentuk 
akan kuat sehingga efektif menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas 
dan wewenang atau fungsi pemerintahan adalah melindungi hak asasi 
warga negara dan menjamin kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan. 
Pemerintah membiarkan organisasi-organisasi masyarakat tumbuh dan 
berkembang, bukan saja karena warga negara punya hak berserikat dan 
berkumpul, tetapi hadirnya masyarakat sipil yang kuat dapat melakukan 
kontrol atas kemungkinan pemerintah menyalahgunakan kekuasaan.

Bahwa pemilu yang bebas dan adil adalah kriteria pertama demokrasi, 
tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebab melalui pemilu, rakyat bisa memilih 
wakil-wakilnya untuk duduk di pemerintahan, sementara para calon 
pejabat pemerintah bisa berkompetisi untuk mendapatkan dukungan 
suara rakyat. Inilah demokrasi prosedural sebagaimana disebut oleh 
Schumpeter. Namun Tilly (2007: 7) mengingatkan, bahwa dalam 
memahami demokrasi pendekatan konstitusional tidak bisa diabaikan. 
Ini bukan semata konstitusi merupakan dasar hukum untuk memastikan 
hubungan yang memerintah (pejabat pemerintah) dengan yang diperintah 
(warga negara), tetapi juga hubungan-hubungan antarlembaga negara, 
serta jaminan perlindungan hak-hak dasar warga negara. 

Konsep awal konstitusi di negara kota Athena dihidupkan kembali 
oleh Locke, Montesquieu, dan Rousseau untuk membatasi kekuasaan 
raja. Adapun konstitusi modern pertama kali disahkan oleh para pendiri 
Amerika Serikat (1787) menyusul Kemerdekaan Amerika Serikat (1776). 
Revolusi Prancis (1789-1799) tidak saja berhasil meruntuhkan monarki 
absolut yang telah bertahan berabad-abad, tetapi juga mendorong 
terciptanya tatanan baru bernegara yang dilandasi konstitusi. Inggris 
sebetulnya telah meletakkan dasar-dasar negara konstitusional melalui 
Magna Charta 1215, namun dokumen tersebut baru sebatas mengatur 
hubungan raja dan kaum bangsawan. Perkembangan sejarah konstitusi 
didorong oleh Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis yang mengubah 
kerajaan menjadi negara konstitusional. Konsep kedaulatan rakyat 
yang dilahirkan oleh teori kontrak sosial dan teori negara hukum telah 
mengubah tatanan politik Eropa pada abad XIX sehingga melahirkan 
gelombang demokrasi pertama (1828-1926).

Jadi, membahas demokrasi tidak bisa dilepaskan dari negara. Sebab, 
lokus demokrasi memang berada di dalam negara, khususnya untuk 
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mengatur hubungan penguasa negara dan warga negara. Jika menurut 
ilmu hukum tata negara, unsur negara adalah wilayah, rakyat, pemerintah, 
dan pengakuan pihak luar, maka demokrasi adalah tatanan yang mengatur 
hubungan rakyat dengan pemerintah. Hubungan pertama terjadi pada 
saat pemilu, ketika demokrasi membebaskan rakyat untuk memilih calon-
calon pejabat pemerintah, baik yang duduk di lembaga legislatif maupun 
eksekutif. Hubungan kedua terjadi pada pascapemilu ketika demokrasi 
mengharuskan pemerintah melibatkan rakyat dalam membuat kebijakan 
publik, dan sebaliknya demokrasi menuntut partisipasi rakyat dalam 
membuat kebijakan dan mengontrol pelaksanaanya. Nah, pada dua 
bentuk hubungan tersebut, muncul pihak ketiga, yaitu partai politik. 

Dalam pemilu, partai politik mengajukan calon-calon pemimpin 
untuk dipilih oleh rakyat untuk menjadi wakil-wakilnya di pemerintahan. 
Sementara dalam pengambilan kebijakan, partai politik menjadi 
jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Sebagai organisasi yang 
berada di tengah-tengah rakyat, partai politik menangkap aspirasi 
rakyat, lalu mengagregasi aspirasi untuk disampaikan dan diperjuangkan 
oleh kader-kadernya yang duduk di pemerintahan. Melihat posisi dan 
fungsi tersebut, maka dalam negara demokrasi partai politik tidak bisa 
diabaikan. Sebab, tanpa partai politik mustahil demokrasi bisa berjalan.

Buku ini membahas demokrasi dan pemilu. Demokrasi sebagai 
nilai dan tatanan dalam kerangka negara, dan pemilu sebagai syarat 
demokrasi. Jika demokrasi dikembalikan ke makna asalnya sebagai 
pemerintahan langsung oleh rakyat sebagaimana pernah dipraktikkan 
di negara kota Athena, maka hal itu tidak mungkin dilakukan di negara-
negara modern yang memiliki wilayah luas dan penduduk banyak. 
Demokrasi perwakilan adalah pilihan yang paling mungkin, dan untuk 
mewujudkan demokrasi perwakilan, pemilu adalah instrumennya. 
Melalui pemilu bebas dan adil, rakyat bisa memilih wakil-wakilnya untuk 
duduk di pemerintahan; melalui pemilu periodik, rakyat bisa menilai 
kinerja masing-masing pejabat sehingga bisa memilih atau tidak memilih 
(kembali) mereka untuk duduk (kembali) di pemerintahan. Tentu saja 
sifat hubungan pemerintah dengan rakyat melalui pemilu berbeda-beda, 
tergantung luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi 
dan politik, serta latar belakang sejarah masing-masing. Untuk melihat 
dan menilai bagaimana demokrasi dan pemilu bekerja, buku ini akan 
melihat dari tiga sisi: bentuk dan susunan negara, sistem pemerintahan, 
dan sistem kepartaian. 
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Para ahli hukum tata negara membedakan dua jenis bentuk negara, 
yaitu monarki dan republik. Lalu mereka membedakan tiga jenis 
susunan negara, yaitu negara kesatuan dengan contoh Inggris, negara 
federal dengan contoh Amerika Serikat, dan negara konfederasi dengan 
contoh Uni Eropa. Negara kesatuan memiliki pemerintahan pusat yang 
memegang semua kekuasaan pemerintahan tetapi bisa membaginya ke 
pemerintahan daerah (desentralisasi); sebaliknya negara federal terdiri 
dari negara-negara bagian yang masing-masing memiliki kekuasaan 
sendiri, tetapi mereka menyerahkan kekuasaan tertentu kepada negara 
federal untuk menjaga kepentingan bersama. Sementara itu negara 
konfederasi terdiri dari beberapa negara yang bergabung hanya untuk 
mengurusi masalah tertentu, sehingga sifat pemerintahannya terbatas. 
Dengan bentuk dan susunan negara berbeda-beda, maka karakter 
pemerintahannya juga berbeda-berbeda sehingga memerlukan sistem 
pemilu yang berbeda-beda juga.

Secara umum sistem pemerintahan di dunia ini bisa dibedakan 
menjadi tiga, yaitu sistem pemerintahan parlementer dengan contoh 
Inggris, sistem pemerintahan presidensial dengan contoh Amerika 
Serikat, dan sistem pemerintahan campuran atau semipresidensial 
dengan contoh Prancis. Perbedaan pokok antara sistem pemerintahan 
parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial terletak pada 
bagaimana eksekutif dibentuk, bekerja, dan bertanggungjawab. Dalam 
sistem parlementer, parlemen memilih perdana menteri dan anggota 
kabinet di kalangan anggota parlemen, sehingga hanya diperlukan 
sekali pemilu, yakni pemilu anggota parlementer. Sedangkan dalam 
sistem pemerintahan presidensial, baik anggota parlemen maupun 
presiden sama-sama dipilih melalui pemilu, sehingga terdapat dua 
jenis pemilu, yaitu pemilu anggota parlemen dan pemilu presiden. 
Sementara itu sistem campuran atau semipresidensial lebih kompleks 
karena menggabungkan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer dan 
sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini memerlukan dua jenis 
pemilu untuk memilih presiden dan anggota parlemen, selanjutnya 
presiden terpilih mengangkat perdana menteri dan anggota kabinet 
atas persetujuan parlemen. Sejarah awal demokrasi di Inggris, Amerika 
Serikat, dan Prancis menghasilkan sistem pemerintahan yang berbeda 
dan memerlukan sistem pemilu yang berbeda juga. 

Setelah meninjau demokrasi dan pemilu dari bentuk dan susunan 
negara serta sistem pemerintahan, pembahasan dilanjutkan dari sisi 
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kepartaian. Sebagai organisasi yang menjembatani pemerintah dan 
rakyat, partai politik memiliki peran strategis. Pertama, partai politik 
menominasikan calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif untuk 
dipilih dalam pemilu; kedua, partai politik memiliki kader-kadernya di 
legislatif maupun eksekutif sehingga bisa menggalang aspirasi rakyat 
untuk disampaikan pemerintah untuk dibuat kebijakan. Hubungan partai 
politik dan rakyat pada saat pemilu dan pascapemilu sangat dipengaruhi 
oleh bentuk dan susunan negara dengan sistem pemerintahan. 
Hubungan-hubungan inilah yang membentuk sistem pemilu di masing-
masing negara yang kemudian memengaruhi pembentukan sistem 
kepartaian: sistem satupartai, sistem dominanpartai, sistem duapartai, 
dan sistem multipartai.

C. SISTEMATIKA

Buku ini terdiri dari enam bab. Bab 1 Pendahuluan memaparkan 
latar belakang penulisan buku dan menjelaskan mengapa demokrasi 
dan pemilu dilihat dari tiga sisi: bentuk dan susunan negara, sistem 
pemerintahan, dan sistem kepartaian. Namun sebelum masuk ke pokok-
pokok bahasan tersebut akan dibahas terlebih dahulu perjalanan sejarah 
demokrasi baik sebagai nilai maupun tatanan pemerintahan, serta  
perkembangan pemilu sebagai syarat terwujudnya demokrasi modern 
atau demokrasi perwakilan.

Bab 2 Demokrasi memaparkan kondisi demokrasi paling aktual, lalu 
menyusuri perjalanan sejarahnya ke belakang, termasuk perdebatan 
dan pencarian sistem pemerintahan sampai ke asal muasal  demokrasi 
di negara kota Athena pada abad VI-IV SM. Pemaparan demokrasi dari 
kondisi aktual lalu mundur ke belakang sampai ke asal muasalnya ini 
bertujuan untuk memberi gambaran tentang bagaimana demokrasi 
digagas, diperjuangkan, dan dipraktikkan.

Bab 3 Pemilu membahas bagaimana pemilu diselenggarakan di 
Eropa Barat dan Amerika Serikat sebagai bentuk awal demokrasi 
perwakilan. Perbedaan bentuk dan susunan negara serta sistem 
pemerintahan menyebabkan pemilu dipraktikkan secara berbeda-beda 
di setiap negara, sehingga pada abad XX berkembang berbagai macam 
sistem pemilu. Meskipun demikian terdapat sejumlah prinsip dasar yang 
menentukan, apakah pemilu di suatu negara itu merupakan praktik 
politik demokratis atau tidak.
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Bab 4 Negara membahas tentang negara yang merupakan lokus 
demokrasi dan pemilu dipraktikkan. Pemaparan teori-teori negara 
memudahkan pemahaman tentang negara sebagai entitas hukum dan 
politik, yang berbeda dengan pemerintah. Bentuk negara (monarki atau 
republik) dan susunan negara (kesatuan atau federal) memengaruhi 
struktur pemerintahan sehingga praktik demokrasi dan pemilu harus 
menyesuaikan struktur pemerintahan tanpa harus melanggar prinsip-
prinsip pemilu demokratis.

Bab 5 Pemerintah menjelaskan hubungan antara legislatif 
dengan eksekutif yang menghasilkan tiga sistem pemerintahan: 
sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem campuran atau 
semipresidensial. Apabila dikombinasikan dengan bentuk dan susunan 
negara, maka rekayasa sistem dan format pemilu dapat menjadi jalan 
untuk mencapai tujuan politik demokratis: keterwakilan politik, integrasi 
politik, dan pemerintahan efektif. Pengalaman beberapa negara dengan 
bentuk dan susunan negara dan sistem pemerintahan yang berbeda bisa 
menjadi rujukan.

Bab 5 Partai Politik menjelaskan hubungan saling memengaruhi 
antara sistem pemerintahan dan sistem pemilu dalam pembentukan 
sistem kepartaian. Sesungguhnya banyak konstitusi yang tidak menyebut 
partai politik dalam sistem ketatanegaraan, bahkan para perumus 
konstitusi cenderung mengabaikan peran partai politik. Namun 
kenyataanya pemerintahan demokratis tidak bisa berfungsi baik tanpa 
partai politik. Mereka tidak hanya mengajukan calon-calon untuk dipilih 
rakyat, tetapi juga menjadi penghubung pemerintah dan warga negara. 

Akhirnya, Bab 6 Penutup berupa ikhtisar atas pembahasan bab-bab 
sebelumnya. Beberapa hal-hal penting perlu ditegaskan kembali untuk 
menangkap pesan utama yang dikemukakan dalam buku ini. Pada bab 
ini  disampaikan catatan akhir sebagai pengingat kepada penulis maupun 
pihak lain, bahwa masih banyak yang perlu diperjelas dan ditulis lagi 
demi mencapai pemahaman tentang demokrasi dan pemilu yang lebih 
komprehensif.
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102, 103, 104, 107, 111, 116, 118, 
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121, 130, 131, 132, 134, 138, 140, 
144, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
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144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 
159, 172, 173, 187, 189, 190, 195, 
196, 198, 199, 200, 202, 208, 
213, 214, 215, 216, 228, 229, 234, 
235, 237, 240, 244
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Demokrasi 
dan Pemilu
NEGARA, PEMERINTAH,  
DAN PARTAI POLITIK

Demokrasi adalah nilai, tatanan, bahkan instrumen untuk 
mewujudkan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan. Demokrasi 
memberi jalan bagi mayoritas untuk berkuasa, tetapi juga 
menjamin perlindungan bagi minoritas. Demokrasi bukan hanya 
pemilu kompetitif untuk memilih wakil-wakil rakyat, tetapi juga 
soal menjaga integrasi politik dan menciptakan pemerintahan 
efektif. Demokrasi tidak mungkin berkembang tanpa masyarakat 
sipil yang percaya diri.
Buku ini meramu dan menunjukkan garis penghubung 
berbagai pemikiran, informasi, dan data dari banyak tempat 
sehingga membantu memahami demokrasi dan pemilu secara 
komprehensif. Penulis menjelaskan dengan jernih hubungan 
yang kompleks antara demokrasi dan pemilu dengan bentuk dan 
susunan negara, sistem pemerintahan, dan sistem kepartaian. 
Buku yang perlu dibaca oleh kader partai politik, penyelenggara 
pemilu, aktivis pemantau pemilu, dan siapa saja yang peduli 
dengan isu demokrasi dan pemilu.
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